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RINGKASAN

Telah menjadi kodrat manusia, bahwa di dalam kehidupannya mereka
adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya orang lain.
Oleh karena itu, diantara mereka selalu berusaha untuk menjalin hubungan.
Selanjutnya, tidaklah berlebihan bila sepasang manusia hidup sebagai suami isteri
dalam suatu ikatan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, tetapi dalam kenyataannya tidak
selalu tujuan perkawinan dapat dicapai karena dapat terjadi perkawinan akan
kandas sehingga terjadilah perceraian. Perceraian ini dapat terjadi pada siapa saja,
termasuk pada Pegawai Negeri Sipil. Untuk dapat melaksanakan kewajibannya
maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang
serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak
akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga, sehingga
ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah dalam
bentuk skripsi dengan judul “HAK MANTAN ISTERI DALAM PERKARA
CERAI GUGAT DARI SEORANG SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI
NEGERI SIPIL”,

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang diajukan berkaitan dengan
apakah yang menjadi hak mantan isteri dalam perkara cerai gugat dari seorang
mantan suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan bagaimana kedudukan
hukum harta bersama isteri setelah adanya perceraian.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah meliputi tujuan umum dan tujuan
khusus. Tujuan umumnya adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sedangkan tujuan khususnya
meliputi untuk mengetahui apakah yang menjadi hak mantan isteri dalam cerai
gugat dari seorang suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, untuk mengetahui
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kedudukan hukum harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan setelah
adanya perceraian.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yaitu pendekatan masalah,
sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, metode pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum.

Berdasarkan pembahasan, diperoleh suatu kesimpulan bahwa sebenarnya
tidak ada perbedaan yang mendasar tentang hak mantan isteri karena cerai talak
maupun cerai gugat, tetapi ada kalanya hak mantan isteri yang berupa nafkah
iddah tidak diberikan dengan alasan bahwa yang menginginkan perceraian adalah
isteri. Bagi Pegawai Negeri Sipil hak masing-masing diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Badan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983. Mengenai kedudukan hukum harta
bersama setelah perceraian maka para pihak dapat menentukan hukum yang
digunakan dalam pembagian harta bersama, apakah hukum adat, hukum agama,
dan hukum lainnya. Karena perkara ini di Pengadilan Agama yang berarti
penggugat dan tergugat sama-sama beragama Islam maka pembagiannya menurut
hukum Islam yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam.

Saran yang dapat diberikan penulis yaitu dalam cerai gugat dengan suami
yang berstatus Pegawai Negeri Sipil walaupun alasan isteri tidak dimadu
hendaknya bisa tetap berhak mendapatkan bagian dari gaji mantan suaminya
selama di dalam pengadilan dapat dibuktikan bahwa alasan dari perceraian adalah
kesalahan suami, untuk itu hendaknya diadakan perubahan pada Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1983 khususnya pasal 8, yang berupa penambahan ayat

yang mengatur tentang hal tersebut.
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BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Telah menjadi kodrat manusia, bahwa di dalam kehidupannya mereka
adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya orang lain.
Oleh karena itu, diantara mereka selalu berusaha untuk menjalin hubungan.
Selanjutnya, tidaklah berlebihan bila sepasang manusia hidup sebagai suami isteri.

Sudah menjadi kodrat alam pula bahwa pada tiap-tiap manusia terdapat
hasrat untuk melanjutkan jenis dengan mengadakan keturunan, dapat dilihat dari
hasrat manusia untuk hidup bersama dengan lawan jenisnya dalam suatu ikatan
Perkawinan. Yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang
perkawinan khususnya pasal 1 menyatakan “Perkawinan merupakan ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) vang kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan adanya perkawinan tersebut maka akan bersangkutan dengan
hubungan keluarga maupun terhadap harta benda dalam perkawinan itu sendiri,
karena masalah perkawinan tidak hanya menyangkut masalah keluarga saja tetapi
menyangkut juga masalah harta kekayaan keluarga yang merupakan dasar materiil
bagi kelangsungan hidup keluarga.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal
dan sejahtera, tetapi dalam kenyataan membuktikan bahwa tidak selalu tujuan
perkawinan itu dapat dicapai karena dapat terjadi sebaliknya bahwa perkawinan
akan kandas di tengah jalan karena tidak ada kesepakatan atau kerukunan antara
suami isteri, malah semakin terjadi permusuhan yang berkepanjangan walaupun
telah diusahakan untuk menghindarinya. Perkawinan yang buruk keadaannya itu
tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak,
perkawinan yang demikian itu lebih baik diputuskan.

Perceraian adalah suatu hal yang pada intinya tidak diinginkan terjadi oleh
siapapun, kapanpun, dimanapun juga, tapi kadang-kadan perceraian adalah jalan
yang terbaik dari yang terburuk yang harus dilakukan, untuk menyelesaikan
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perselihan yang terus menerus, atau untuk menyelesaikan perpecahan yang tidak
dapat diperbaiki dalam sebuah rumah tangga. Hal ini dapat pula dikatakan bahwa
perceraian yang baik adalah lebih baik daripada terus mempertahankan
perkawinan yang buruk. Perceraian yang diselesaikan dengan baik, tentunya
sangat didambakan oleh berbagai pihak, tetapi seringkali putusnya perkawinan
karena perceraian membawa dampak timbulnya permasalahan baru.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut
prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian dapat memberi pengaruh
baik atau buruk di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selain
perkawinan, perceraian perlu dimengerti dan dipahami dengan sempurna oleh
setiap warga negara Indonesia, agar perceraian tidak lagi menjadi permainan atau
dipermainkan oleh anggota masyarakat, demi kebahagiaan, kesejahteraan,
ketentraman.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam mengenai perkara
perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991 perkawinan, pewarisan,
perwakafan.

Seorang isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama
Islam, yang akan mengajukan gugatan perceraian harus diajukan oleh isteri atau
kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat
tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa
ijin suami (Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat 1).

Permohonan dari pihak pemohon adalah sebagai dasar dan alasan untuk
mengajukan gugatan perceraian, hal ini dikarenakan sudah tidak ada kecocokan
lagi antara suami isteri untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan
Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan baik bagi masyarakat lingkungannya
serta ketaatan kepada Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.
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A¥S)

Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu maka kehidupan
Pegawai Negeri harus ditunjang oleh kehidupan keluarga yang serasi, sehingga
setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak
terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga. Atas dasar pokok pikiran
sebagaimana tersebut diatas maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis sangat tertarik untuk menulis
suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul KAJIAN YURIDIS
TENTANG HAK MANTAN ISTERI DALAM PERKARA CERAI GUGAT
DARI SEORANG SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI PUTUSAN PA. NO. 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr).

1.2. Permasalahan -
Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas permasalahan
yang dapat ditarik dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah yang menjadi hak mantan isteri dalam perkara cerai gugat dari
seorang suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum harta bersama suami isteri, setelah adanya

perceraian?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam skripsi ini meliputi tujuan yang bersifat umum
dan tujuan yang bersifat khusus.
1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi IImu Hukum (S1) dan
mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
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1.3.2. Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui lebih jelas apakah yang menjadi hak mantan isteri dalam
perkara cerai gugat dari seorang suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

2. Untuk mengetahui kedudukan hukum harta bersama yang dihasilkan selama
perkawinan, setelah adanya perceraian.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang hak mantan isteri menurut putusan
Pengadilan Agama Jember tanggal 17 Desember tahun 2003 No.
1138/Pdt.G/2003/PA.Jr.

1.4. Metode Penulisan

Metode penulisan skripsi adalah suatu proses dan prosedur untuk mencari
dan mendekati serta mencapai sasaran yang hendak dituju, yang berguna untuk
mendapatkan data yang diperlukan di dalam menjawab dan melakukan analisa
permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Disini dipergunakan metodologi yang
tersebut sebagai berikut :
1.4.1. Pendekatan Masalah

Penulis untuk memperoleh hasil pembahasan yang sesuai dengan tujuan
penulisan dan bahan analisis, memakai metode pendekatan yuridis normatif yang
didukung data-data empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan
melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan
yurisprudensi yang berhubungan dengan perumusan masalah yang akan dibahas.
(Soemitro, 1990: 9)

1.4.2. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang diperoleh penyusun diharapkan dapat
menunjang penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini, sumber bahan hukum

yang dipergunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum

sekunder.
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1.4.2.1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum pnmer adalah sumber bahan hukum untuk
memperoleh bahan hukum primer. Bahan hukum primer meliputi Undang-
Undang 1945, Peraturan Dasar hingga Peraturan Perundang — undangan sampai
bidang norma yang menjadi obyek kajian (Soemitro, 1990 :10)

1.4.2.2. Bahan Hukum Sekunder
Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang

memberikan penjelasan mengenai sumber bahan hukum primer. (Soemitro, 1990:
10)

1.4.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, penulis
menggunakan metode pengumpulan bahan hukum sebagai berikut : _
1. Studi Literatur

Merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari buku-
buku dan bahan pustaka yang ada hubungannya dengan permasalahan, dokumen
yang secara langsung atau tidak langsung mendukung penelitian serta menunjang
bahan hukum primer.
2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan penelitian di lapangan, penelitian ini
bertujuan untuk memperoleh data primer yang dapat diperoleh melalui
wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh
keterangan secara lisan guna mencapai tujuan untuk pengumpulan keterangan

tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. (Ashofa, 1998: 93)

1.4.4. Analisa Bahan Hukum
Di dalam melakukan analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode

diskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengolah semua data yang ada dengan

menggunakan keterangan dengan tidak didasarkan pada bilangan — bilangan
statistik, sehingga diharapkan akan tersaji data yang benar — benar dapat mewakili
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teori dari hasil studi dokumen dan studi literatur selanjutnya dijabarkan dalam
bentuk uraian yang berupa isi skripsi ini, sebagai landasan berpijak dalam
membahas permasalahan yang ada.Dan hasil analisa bahan hukum ini, kemudian
ditarik atau diambil suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif,
yaitu suatu metode penyelesaian masalah yang dimulai dari pengetahuan yang
bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus (Soemitro,
1990:39 ).
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BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta
Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Desember Tahun
2003 Nomor : 1138/Pdt. G/2003/PA Jr. Adapun pihak yang berperkara adalah :
SUPATMA Binti P. TEMO/MOCH. RAWI, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (Guru SLTP), bertempat tinggal di JI. Mastrip
Nomor 1 Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember,
dalam hal ini dikuasakan kepada HADI SUDIBYO, SH, BUDI
WANTORO, SH, Pengacara/Penasehat Hukum beralamat dan berkantor di
JI. Srikoyo Nomor 12 (Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei
2003).
Selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”
LAWAN
ACH. MUZAKKI Bin HADARI, agama Islam, pekerjaan Pegawai Neger
Sipil (Guru SD), tempat tinggal di Perumahan Patrang JI. Langsep V/52,
Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.
Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”
Adapun SUPATMA (sebagai isteri) menggugat suaminya yaitu ACH.
MUZAKKI dikarenakan :
1. Suami (ACH. MUZAKKI) tidak memberi nafkah pada isteri (SUPATMA)
cukup lama sekitar 1 tahun.
2. Suami (ACH. MUZAKKI) ada main dengan wanita lain yang bernama
SATIMA alias B. HOLIS.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta
bersama yang belum dibagi, yang berupa :
a. Tanah dan bangunan rumah di Perumnas Patrang JI. Langsep V/52
Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sertifikat atas

nama Tergugat dengan batas-batas :
Utara : Rumah tanah Hendro
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Timur : sungai
Selatan : Rumah tanah P. Ripa’i

Barat : jalan

=

Dipan no. 1 dari kayu jati lengkap dengan kasurnya;
Dipan no. 1 dari kayu jati lengkap dengan kasurnya;
Almari pakaian dari kayu jati 2 pintu;

Bufet kayu jati model pendek;

e 0

Meja kursi tamu spon warna kuning;
Mesin jahit merk butterfly;

Sebuah kulkas merek Sharp;

Kursi ligna;

= B % 0

-

J.  Kompor merek Sanyo dengan tabung gas;
k. Seekor anak sapi besar;
. Seekor anak sapi kecil. )

4. Bahwa Penggugat bermaksud agar barang gono-goni tersebut dibagi dua
dengan jalan musyawarah untuk damai tetapi Tergugat tidak menanggapi
dengan baik.

Dari beberapa alasan tersebut diatas Penggugat mengajukan tuntutan
sebagai berikut :

1. Menuntut nafkah selama ditinggal per hari sebesar Rp. 25.000,00.

2. Karena Tergugat sebagai suami adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka
Penggugat menuntut pembagian separuh gaji Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

3. Pembagian harta secara riel dan apabila kesulitan dijual dengan cara lelang
dan apabila kesulitan dibagi secara yang lebih baik.

4. Uang paksa/dwangsom untuk setiap harinya Rp. 100.000,00.

5. Agar diletakkan sita jaminan terhadap barang gono-gini dan harta bawaan.

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil
yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim memutuskan :
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DALAM EKSEPSI :
I. Menolak eksepsi Tergugat;
DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menolak yang lain dan selebihnya.

2. Menetapkan menyatakan harta yang dikuasai Tergugat sebagaimana tersebut
dibawah ini, yaitu :

2.5,

2.2,
23,
2.4
2.5.
2.6.
2.7
2.8.
29,

Tanah dan bangunan rumah di Perumnas Patrang Jl. Langsep V/52,
Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Sertifikat
atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut dibawah ini :

Utara : Rumah tanah Hendro
Timur . sungai

Selatan : Rumah tanah P. Ripa’i
Barat : jalan

Dipan no. 1 dari kayu jati lengkap dengan kasurnya;
Dipan no. 1 dari kayu jati lengkap dengan kasurnya;
Almari pakaian dari kayu jati 2 pintu;

Bufet kayu jati model pendek;

Meja kursi tamu spon warna kuning;

Mesin jahit merk butterfly;

Sebuah kulkas merek Sharp;

4 kursi ligna;

2.10. Kompor merek Sanyo dengan tabung gas;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama

perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan
Agama Jember terhadap obyek sengketa sebagaimana disebut dalam berita
acara penyitaan tanggal 2 Juli 2003 nomor : 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr.;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan separoh atau 50% dari
harta tersebut pada point 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, diatas
kepada Penggugat,

5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi sebagian dan tidak menerima
selebihnya.

2. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk ditetapkan sebagai harta
bersama Penggugat dalam rekonpensi dan Tergugat dalam rekonpensi obyek
sengketa yang didalilkan Penggugat dalam rekonpensi nomor : 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. 8,9, 10, 11, 12, yang didalilkan Penggugat dalam rekonpensi dikuasai oleh
Tergugat dalam rekonpensi;

3. Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonpensi tentang pengembalian
biaya pendidikan dan pemasukan Tergugat dalam rekonpensi sebagai Pegawai
Negeri Sipil, tidak dapat diterima karena tidak jelas alias kabur,

2.2 Dasar Hukum
Berdasarkan uraian diatas, maka dasar hukum yang dapat digunakan
sebagai landasan yuridis penulisan skripsi ini adalah :
1. Al Qur’an
a. Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :
gy b g e Clalladll
Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan
oleh suaminya) mut’ah (pemberian) menurut yang ma’ruf.
b. Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

Han Lol pus (O 93 s g A salai
Artinya : Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan
lepaslah mereka secara baik.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :
a. Pasal 35 ayat (1)
Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
b. Pasal 37:

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut
hukumnya masing-masing.
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C.

11

Pasal 41 huruf (¢)
Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas

isteri.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu pasal
49 ayat (1 ) huruf(a):

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan

4. Inpres No. | Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

a.

Pasal 80 ayat (7)

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri
nusyuz.

Pasal 84

Ayat (1)

Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan
alasan yang sah.

Ayat (2)

Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut
pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk
kepentingan anaknya.

Pasal 88 :

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama,
maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.
Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta
bersama sepanjang tidak ditentukan lain dari perjanjian perkawinan.

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
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I. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa
uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.

2. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam
iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan
dalam keadan tidak hamil.

3. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila
qobla al dukhul.

4. memberikan biaya hadhanah untuk anak - anaknya yang belum
mencapai umur 21 tahun.

f. Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam

pasal 96, 97.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu :
Pasal 8 ayat (4)
Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas
bagian penghasilan dari bekas suaminya.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan Menurut PerUndang-Undangan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut pasal 26 KUHPerdata dikatakan Undang-Undang memandang
soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 KUHPerdata
dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan
sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa
perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung.
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Dengan demikian jelas nampak perbedaan pengertian tentang perkawinan
menurut KUHPerdata dan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Perkawinan KUHPerdata hanya sebagai perikatan perdata sedangkan perkawinan
menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata
tetapi juga merupakan perikatan batin.

2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut “Nikah” ialah
melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-
laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak
dengan dasar sukarela dan keridloan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu
kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman
dengan cara-cara yang diridloi oleh Allah (Ahmad Azhar, 1977: 10).

2.3.2 Akibat Perkawinan
Akibat adanya perkawinan yang sah adalah dapat menimbulkan adanya
hubungan hukum yaitu :

1. Hubungan Hukum Antara Suami dan Isteri

Dalam hubungan hukum antara suami dan isteri dapat dikatakan adanya
hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam fungsi sebagai suami dan sebagai
isteri. Adapun hak suami dan isteri adalah meliputi :

a. Suami dan isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat (Pasal 31
ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

b. Suami dan isteri sama-sama berhak merlakukan perbuatan hukum (Pasal 31
ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

¢. Suami dan isteri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan
gugatan kepada Pengadilan apabila ada yang melalaikan kewajibannya (Pasal
34 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
Sedangkan kewajiban suami dan isteri adalah meliputi :
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a. Suami dan isteri berkewajiban yang luhur menegakkan rumah tangga yang
menjadi sendi dasar susunan masyarakat (Pasal 30 Undang-Undang No. |
Tahun 1974).

b. Suami dan isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang
ditentukan bersama (Pasal 32 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

c. Suami isten wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberni
bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 ayat 1 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974).

d. Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala keperluan hidup
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat 1 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974).

e. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (Pasal 34
ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

f. Suvami dan isteri wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-bajiknya sampai
anak-anak itu dapat berdiri sendiri atau kawin.

Jika pihak-pihak melalaikan kewajiban masing-masing dapat menuntut kepada

pengadilan dimana kedua suami isteri bertempat tinggal. (Lili Rasjidi, 1991:127).

2. Hubungan Hukum Antara Orang Tua dan Anak

Salah satu akibat perkawinan antara suami dan isteri adalah lahirnya anak.
Anak yang dilahirkan itu dinamakan anak sah.

Akibat hukum dari kelahiran anak sah ini ialah timbulnya hubungan
hukum antara orang tua dan anak. Dalam hubungan hukum tersebut orang tua
mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai
hak dan kewajiban terhadap orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap
anak ini lazim disebut kekuasaan orang tua. (Abdulkadir Muhammad, 1990:95).

Kekuasan orang tua terhadap anak berlangsung hingga anak itu mencapai
umur 18 tahun atau atau anak itu kawin, atau ada pencabutan kekuasaan orang tua
oleh Pengadilan (Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974),

Kekuasan ini mencakup segala perbuatan hukum, baik di dalam atau di
luar Pengadilan. Atau tegasnya kekuasaan orang tua ini meliputi pribadi dan harta
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kekayaan ini terdapat pembatasan yaitu : :tidak diperbolehkan memindahkan hak

atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anaknya yang belum

berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila

kepentingan anak itu menghendaki” (Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun

1974). Selanjutnya dikatakan bahwa kekuasaan orang tua ini hanya mungkin

dicabut jika :

- ada permintaan dari orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke
atas, saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang.

- orang tua itu melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.

- berkelakuan buruk sekali.

Permohonan pencabutan kekuasaan ini dapat dilakukan kepada pengadilan

dimana orang tua dan anak tersebut bertempat tinggal. Pencabutan kekuasaan ini

tidak berarti bahwa kewajib?x’ orang tua ini terhenti untuk memberikan nafkah atau

pemeliharaan sebab kewajiban ini masih terus harus dilaksanakan. (Lili Rasjidi,

1991:131).

3. Hubungan Hukum Antara Wali dan Anak

Akibat lain dari perkawinan ialah timbulnya hubungan hukum antara wali
dan anak, menurut ketentuan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,
“anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan
perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah
kekuasaaan wali”.

Perwalian adalah kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan dan
pengurusan mengenai pribadi anak yang belum dewasa dan harta bendanya (Pasal
50 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974}) Orang yang diberi kekuasaan
melakukan perwalian ini disebut wali. Kekuasaan wali timbul apabila orang tua
meninggal dunia, orang tua dalam keadaan tidak mampu menjalankan kekuasaan
orang tua.

Kekuasaan wali terhadap anak berlangsung hingga anak itu mencapai
umur 18 tahun atau anak itu kawin. Kekuasaan wali meliputi kekuasaan mengenai
pribadi anak dan harta bendanya.
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4. Hubungan Hukum Terhadap Harta benda dalam Perkawinan

Bahwa dengan terjadinya perkawinan, maka harta benda yang diperoleh
selama masa perkawinan ini menjadi milik bersama. Hal ini sesuai dengan pasal
35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “harta
bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan”.

Mengenai harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam pasal 35
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dibedakan menjadi 2 macam yaitu :
a. Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
b. Harta bawaan, yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan

isteri ketika terjadi perkawinan.

2.3.3 Syarat-syarat Perkawinan

Undang-Undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik
yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya
dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan diatur di dalam
pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang
berbunyi:

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21
(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau
dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud
ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari
orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak
mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis
keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat
menyatakan kehendaknya.

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam

ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka
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tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang
tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang
tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang
bersangkutan tidak menentukan lain.

2.34 Macam-macam Harta Perkawinan
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam suatu keluarga
dimungkinkan terdapat lebih dari satu kelompok harta. Bahkan pada asasnya
disini, didalam suatu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta. Kelompok-
kelompok harta yang mungkin terbentuk adalah :
1. Harta bersama
Harta bersama suami isteri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami
isteri sepanjang perkawinan. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang
waktu antara saat peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus.
Ketentuan tersebut tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut
berasal, sehingga dapat dijelaskan bahwa yang termasuk harta bersama adalah:
a. hasil dari pendapatan suami
b. hasil dari pendapatan isteri
c. hasil pendapatan dan harta pribadi suami maupun isteri sekalipun harta
pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu
diperoleh sepanjang perkawinan. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan
pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dengan
tegas menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan
menjadi harta bersama”.
2. Harta bawaan

Harta yang sudah dimiliki svami atau isteri pada saat perkawinan
dilangsungkan tidak harus dalam harta bersama, kecuali mereka
memperjanjikan lain. Harta ini dapat disebut harta pribadi suami atau isteri,
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untuk membedakannya dengan harta bersama. Harta pribadi suami isteri,
menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibedakan :

a. harta bawaan suami atau isteri yang bersangkutan

b. harta yang diperoleh suami atau isteri sebagai hadiah atau warisan.

Apa yang dimaksud dengan “Harta bawaan”, dalam Undang-Undang maupun
dalam “Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, tidak ada penjelasan lebih lanjut, tetapi mengingat, bahwa apa
yang diperoleh sepanjang perkawinan masuk dalam kelompok harta bersama,
maka dapat kita duga bahwa apa yang dimaksud disini adalah harta yang
dibawa oleh .......... Jadi yang sudah ada pada ........... suami dan atau isteri ke
dalam perkawinan. Hal ini sangat menguntungkan, kalau dikemudian hari
dalam Peraturan Pemerintah diadakan ketentuan yang mewajibkan adanya
pencatatan harta bawaan masing-masing suami isteri untuk membedakan atau
pemisahan harta bersama dengan harta pribadi (J. Satrio, 1991: 188 — 194).

Menurut Hilman Hadikusumo (1990: 22) yang dimaksud dengan harta
perkawinan adalah semua harta kekayaan yang dikuasai oleh suami isteri
disebabkan adanya ikatan perkawinan.

Dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara
harta isteri dan suami karena perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi
milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri tersebut, demikian juga harta
kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya.
Oleh karena itu wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa
bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda, sehingga
ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat. (Djamil Latif,
1982: 82).

Oleh karena itu pula menurut hukum Islam suami isteri berhak dan
berwenang atas harta kekuasaan masing-masing. Suami tidak berhak akan harta

isterinya karena kekuasaan isteri terhadap hartanya tetap dan tidak berkurang
disebabkan suatu perkawinan. Karena itu suami tidak boleh menggunakan harta
isteri untuk membelanjai rumah tangga.
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Namun menurut hukum Islam dengan terjadinya perkawinan menjadilah
sang isteri syarikatur rajuli filhayati (kongsi sekutu seorang suami dalam melayari
bahtera hidup), maka antara suami isteri terjadi menjadi syarikah abdan
(perkongsian terbatas) dan syarikah mufavewadlah (perkongsian tidak terbatas).
Dengan keadaan ini suami atau isteri dapat mengadakan syirqah vyaitu
percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami atau isteri selama masa adanya
perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka
bersama-sama.

Dalam hal ini harta kekayaan bersatu karena syirqgah seakan-akan
merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami isteri selama
perkawinan menjadi milik bersama, karena itu apabila kelak perjanjian
perkawinan terputus karena perceraian, maka syirqah tersebut dibagi antara suami
isteri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka suami/isteri turut usaha
dalam syirqah. d

Menurut hukum Islam harta yang diperoleh suami dan isteri karena
usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama ataupun suami saja
yang bekerja sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak
saja di rumah, sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai
suami isteri maka semuanya menjadi satu baik harta maupun anak-anak.

Bilamana suami yang bekerja, berusaha dan mendapat harta tidak dapat
dikatakan bahwa harta itu hanya harta suami saja tentulah menjadi harta suami
isteri bersama, apabila terjadi putus hubungan perkawinan baik karena cerai atas
gugatan pihak isteri atau karena talak atas permohonan suami maka harta bersama
itu harus dibagi antara suami isteri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, sepanjang mengenai harta bersama seperti tersebut dalam pasal 35, 36 dan
37, sesuai dengan kehendak dan aspirasi Hukum Islam juga.

2.3.5 Pengertian Perceraian

Menurut para ahli Hukum, pengertian Perceraian dapat dikemukakan
antara lain :
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I. Martiman Projohamidjojo, menyatakan bahwa : “Perkawinan putus karena
cerai hanya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perceraian oleh salah
satu pithak suami isteri” (1991: 36).

2. Soetojo Prowirodjojo, menyatakan bahwa: “Perceraian adalah penjatuhan
talak, dimana hal ini membedakan dengan perceraian atas dasar gugatan”
(1986: 123).

Berdasarkan 2 (dua) pengertian diatas maka dapat dikemukakan bahwa
perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup
berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima serta ditetapkan dengan suatu
putusan hakim,

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa
perkawinan dapat putus dikarenakan kematian, perceraian, dan atas keputusan
Pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula bahwa putusnya
perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau

karena gugatan perceraian.

2.3.6 Akibat Perceraian

Apabila perkawinan putus karena perceraian menurut Undang-Undang No.
I Tahun 1974 mempunyai akibat-akibat hukum, yaitu akibat hukum terhadap
anak, bekas suami atau isteri dan harta bersama.

Akibat hukum terhadap anak ialah, apabila terjadi perceraian maka baik
bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,
semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan
mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Jadi
bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan

yang diperlukan anak. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat
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memberikan kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu
ikut memikul biaya tersebut. Akibat hukum terhadap bekas suami Pengadilan
dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga
menentukan suatu kewajiban kepada bekas isteri (Pasal 41 abc, Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974).

Akibat hukum terhadap harta bersama dalam pembagiannya diatur
menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum
yang lain. Apabila perkawinan putus karena perceraian dalam hal pembagian harta
bersama Undang-Undang menyerahkan kepada para pihak untuk menentukan
hukum mana yang akan digunakan dan hukum apa yang berlaku, dan jika tidak
ada kesepakatan hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan (Hilman
Hadikusuma, 1990:189). -

2.3.7 Alasan dan Macam-macam Perceraian
Alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai dasar untuk mengajukan
perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat

2 ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu

a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya;

¢. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membayahakan pihak lain:
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e. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Mengenai macam-macam perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 membedakan perceraian dalam 2 (dua) macam, yaitu :

1. Cerai talak : yang dapat dijatuhkan suami terhadap isteri yang melakukan
perkawinan menurut Agama Islam melalui Pengadilan Agama, yang diatur
dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18.

2. Cerai gugat : yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang diajukan isteri
terhadap suami yang keduanya telah melangsungkan perkawinan menurut
agama Islam melalui Pengadilan Agama dan gugatan cerai bagi suami isteri
yang melakukan perkawinan menurut agama selain Islam atau menurut cara
lain, dapat melalui Pengadilan Negeri (Hilman Hadikusumo, 1990: 171).

2.3.8 Pengertian Pegawai Negeri

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian, pada BAB I pasal 1 merumuskan tentang pengertian Pegawai
Negeri Sipil.

Pegawai Negen adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau
diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat disebut pegawai
negeri adalah :

a) Seseorang yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b) Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
c¢) Diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya;
d) Digaji menurut peraturan perundangan yang berlaku.
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Kalau dilibat dari unsur-unsur tersebut diatas, seorang Anggota ABRI
adalah termasuk pegawai negeri dalam pengertian Undang-undang Nomor 8/1974,
sehingga pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8/1974 membagi Pegawai
Negeri atas :

a) Pegawai Negeni Sipil,
b) Anggota ABRI.

Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia. Dimana Pegawai Negeri Sipil sendiri dibagi
menjadi tiga bagian yakni :

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil
Pusat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah-
dacrah, dan Kepaniteraan Pengadilan. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja
pada Perusahaan Jawatan. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau
dipekerjakan pada Daerah Otonom. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan
sesuatu Peraturan Perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada
badan lain, seperti Perusahaan Umum, Yayasan dan lain-lain. Pegawai Negen
Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas negara lainnya, seperti Hakim pada
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai
Negeri Sipil Daerah Otonom.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Hak Mantan Istri dalam Perkara Cerai Gugat dari Seorang Suami

yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil

Perceraian adalah sebagai pintu darurat bagi suami isteri. Bila dalam suatu
perkawinan tidak terdapat keturunan, keharmonisan, ketentraman dan ketenangan
dalam rumah tangga, maka satu-satunya jalan adalah melaksanakan perceraian
untuk kebahagiaan mereka dimasa-masa yang akan datang.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai
hak mantan isteri akibat perceraian, dijelaskan dalam pasal 41 huruf (c) berbunyi :
“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 berbunyi :
kewajiban bekas suami terhadap mantan isteri adalah : .

a) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau
benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.

b) Memben nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah,
kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan
tidak hamil.

¢) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla
al dukhul.

d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur
21 tahun.

Hal ini dikuatkan lagi dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung
dalam putusannya :

- Tanggal 22 September 1998, Nomor 441/K/AG/1996, disebutkan bahwa
“Faktor penyebab perceraian dari pihak suami, maka wajiblah ia memberi
nafkah kepada isterinya selama belum menikah lagi”.

Kaidah hukum ini tidak hanya berlaku pada perceraian yang dikehendaki suami

tetapi juga berlaku pada perceraian yang dikehendaki isteri.

24
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Selain itu itu hak mantan isteri dalam perkara perceraian juga banyak
diatur dalam Al Qur’an. Antara lain :

a) Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

g yral L g lia Cilallaally
Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh
suaminya) mut’ah (pemberian) menurut yang ma’ruf.

b) Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

Maan Lol put (A g yung (A griad
Artinya : Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepasian
n‘mercka secara baik
Sedangkan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan
perceraian hak-hak mereka yang berkaitan dengan pembagian gaji selain diatur
dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 juga diatur dalam Surat Edaran

Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983.

Apabila perkawinan tidak dikaruniai anak, maka gaji dibagi seadil-adilnya yaitu

setengah untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan setengah untuk

mantan isteri (Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 pasal 8 ayat (3) Jo Surat

Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III No.

19 b). Namun apabila perkawinan telah dikaruniai anak, maka pengaturannya

ditentukan lain. Apabila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagian gaji

ditetapkan sebagai berikut

(1) Sepertiga gaji untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan.

(2) Sepertiga gaji untuk bekas istrinya;

(3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya. (PP No.
10 Tahun 1983 pasal 8 ayat (2) Jo Surat Edaran Badan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III No. 19a)

Apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, maka

pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut :

(1) Sepertiga gaji untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan;

(2) Sepertiga gaji untuk bekas istrinya;
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(3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada Pegawai Negeri Sipil
pria yang bersangkutan. (Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian
Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III No. 19¢)

Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
dan sebagian lagi mengikuti bekas isteri, maka 1/3 (sepertiga) gaji yang menjadi
hak anak itu dibagi menurut jumlah anak. Umpamanya : seorang Pegawai Negeri
Sipil bercerai dengan isterinya. Pada waktu perceraian diantara mereka
mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang seorang mengikuti Pegawai Negeri Sipil
pria dan yang 2 (dua) orang mengikuti bekas isteri. Dalam hal demikian, maka
bagian gaji yang menjadi hak anak itu dibagi sebagai berikut :

(1) 1/3 (sepertiga) dari 1/3 (sepertiga) gaji = 1/9 (sepersembilan) dari gaji
diterimakan kepada Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan.

(2) 2/3 (dua pertiga) dari 1/3 (sepertiga) gaji = 2/9 (dua persembilan) gaji
diterimakan kepada bekas isterinya (Surat Edaran Badan _Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III No. 19d)

Apabila pada waktu perceraian sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri
Sipil dan sebagian lagi mengikuti bekas isteri dan bekas isteri kawin lagi dan anak
tetap mengikutinya, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu, tetap
diteimakan kepada bekas isterinya (Surat Edaran Badan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III No. 23). Apabila anak telah
berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak
tersebut masih bersekolah, yang telah/pernah kawin, atau telah mempunyai
penghasilan sendiri maka pembayaran bagian gaji untuknya dihentikan. Bagian
gaji vang dihentikan pembayarannya sebagai tersebut diatas dibayarkan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (Surat Edaran Badan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III No. 24 dan 25). Kesimpulannya
bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan perceraian hak pembagian
gaji telah ditetapkan dan diatur dengan sejelas-jelasnya, dengan harapan agar
mantan isteri dapat hidup layak. Namun apabila mantan isteri melangsungkan
pernikahan lagi, maka pembagian gaji yang diperoleh dari mantan suami
dihentikan. Terhitung mulai bulan berikutnya mantan isteri yang bersangkutan
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kawin lagi (Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 pasal 8 ayat (6) jo Surat
Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III No.
21). Apabila bekas isteri yang bersangkutan kawin lagi, sedang semua anak ikut
bekas isterinya tersebut, maka 1/3 (sepertiga) gaji tetap menjadi hak anak tersebut
yang diterimakan kepada bekas isteri yang bersangkutan (Surat Edaran Badan
Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III No. 22). Dengan
demikian hak mantan isteri atas pembagian gaji mantan suaminya hanya berlaku
apabila mantan isteri tidak melakukan perkawinan lagi atau tetap tinggal
menjanda.

Apabila perceraian dilakukan atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak
atas bagian penghasilan mantan suaminya, namun apabila perceraian itu
dikehendaki isteri dengan alasan ia dimadu, maka ia juga berhak atas penghasilan
suaminya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (4) dan (5) PP Nomor 10
Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo
Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab

[II No. 20. Pembagian penghasilan tersebut berlaku juga apabila isteri yang
bersangkutan tidak kawin lagi. (Soetojo P, 1986: 148).

3.2. Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Isteri Setelah Adanya
Perceraian
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam satu keluarga

terdapat lebih dan satu kelompok harta. Kelompok-kelompok harta yang
dimaksud adalah :

1. harta bersama;
2. harta bawaan. (J. Satrio, 1991: 188)

Menurut pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta
bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.Jadi harta bersama
suami isteri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang
perkawinan saja. Artinya, harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat
perkawinan sampai putus karena kematian salah seorang suami atau isteri (cerai

mati), maupun karena perceraian (cerai hidup).
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Ketentuan mengenai harta bersama tersebut diatas tidak menyebutkan dari
mana atau dari siapa harta tersebut berasal sehingga dapat dijelaskan, bahwa yang
termasuk dalam harta bersama adalah :

1. hasil dari pendapatan suami;

2. hasil dari pendapatan isteri;

3. hasil dari pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri yang diperoleh
sepanjang perkawinan.

Mengenai masalah harta benda keluarga dapat penulis uraikan, yaitu
terlebih dahulu harus melihat atau mengetahui hukum mana yang akan digunakan
atau diberlakukan dalam pembagian mengenai harta bersama di dalam keluarga
tersebut apabila terjadi perceraian.

Menurut pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila perkawinan
putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
Yang berarti, apabila dalam keluarga itu terjadi perceraian maka para pihak, yaitu
suami atau isteri dapat menentukan hukum yang akan digunakan berdasarkan
kesepakatan bersama di dalam pembagian harta benda keluarga (harta bersama),
apakah mereka (tunduk pada) hukum adat, hukum agama atau hukum lainnya.
Dalam hal pembagian harta bersama suami isteri tidak terdapat penjelasan secara
tegas di dalam Al Qur’an dan Hadist atau pun Kitab-Kitab Figh.

Karena perceraian ini diadili di Pengadilan Agama yang berarti Penggugat
dan Tergugat sama-sama beragama Islam maka pembagiannya berdasarkan
hukum Islam. Penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam
penyelesaian harta bersama bagi orang yang beragama Islam, penerapannya
dihubungkan dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang
menyebutkan “Janda atau dua cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari
harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Jadi dengan adanya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan
penerapan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka bagi orang Islam
di Indonesia bila perkawinan putus karena perceraian, masalah pembagian harta
bersama sudah mempunyai dasar hukum pengaturannya, dimana kedudukan dan
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bagian masing-masing adalah sama-sama mendapatkan setengah bagian sepanjang
tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Namun jika di dalam perkawinan tersebut salah satu pihak telah berhutang
dan belum terbayar, maka terhadap pembagian harta bersama tersebut baru
diperhitungkan bila pembayaran hutang sudah lunas.

3.3. Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1138/Pdt.G/
2003/PA.Jr.

Kajian yuridis tentang hak mantan isteri dalam perkara cerai gugat dari
seorang suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam putusan
nomor 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr, menggambarkan dengan jelas bahwa di dalam
Pengadilan Agama pihak Penggugat dalam rekonpensinya diperbolehkan untuk
mengajukan gugatan yang sama, hal ini untuk memperkuat dalil masing-masing
bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup bersama dalam
hubungan suami isteri.

Dalam perkara cerai gugat ini, Hakim Pengadilan Agama menilai bahwa
kedua belah pihak sudah tidak mungkin didamaikan lagi. Dalam fakta terbukti
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan terus
menerus. Tergugat sebagai suami adalah suami yang tidak bertanggung jawab,
telah lalai memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga membuat
Penggugat kehidupannya bergantung pada hasil gaji sebagai seorang guru,
sedangkan Tergugat sendiri tidak pernah berterus terang terhadap gajinya kepada
Penggugat, selain itu Tergugat sebagai suami telah diketahui sendiri oleh
Penggugat telah menikah dibawah tangan dengan wanita lain yang bernama
SATIMA alias B. HOLIS, sehingga pada akhirmya keduanya telah berpisah
tempat tinggal sejak bulan April 2002.

Oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama membina
rumah tangga dengan Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah resmi
bercerai pada tanggal 5 Maret 2003 dengan Akta Cerai Nomor 762/AC/2003/

PA.Jr. Walaupun Tergugat menyatakan sangat terpukul dan sangat keberatan atas
gugatan cerai Penggugat karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat,
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namun perlu diketahui bahwa suatu perkawinan bukanlah hanya sekedar bertujuan
melestarikan jalinan cinta kasih belaka akan tetapi lebih dari itu. Menurut
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah
putus ikatan batinnya sudah tidak mawaddah, warrahmah dimana masing-masing
pihak telah tidak dapat melaksanakan kewajiban luhur maupun kewajiban hukum.
Suatu perkawinan yang demikian itu terbuktilah bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah tidak mencapai tujuan perkawinan, karena akibat dari perilaku
Tergugat menimbulkan suatu kebencian dari Penggugat terhadap Tergugat, yang
hal demikian itu menurut hukum sudah cukup sebagai alasan bagi seorang isteri
untuk menceraikan suaminya.

Yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah nafkah madliyah,
pembagian gaji bekas suami kepada bekas isteri menurut PP Nomor 10 Tahun
1983 dan harta bersama suami isteri yang diperoleh selama dalam perkawinan
berlangsung.

Dalam kaitannya dengan masalah gugatan nafkah madliyah Pengadilan
Agama Jember dalam keputusan nomor : 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr. menolak
gugatan tersebut. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Jember adalah gugatan tersebut sebelumnya ditolak oleh
Tergugat dengan alasan sebelum terjadi perceraian Penggugat telah selama satu
tahun dengan sengaja meninggalkan rumah bersama tanpa ijin Tergugat, baik
secara lisan maupun tulisan, dan alasan penolakan Tergugat tersebut tidak
dibantah oleh Pengggugat bahkan dalil Tergugat tersebut telah diperkuat dengan
bukti surat berupa salinan putusan cerai Penggugat dan Tergugat yang diajukan
Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti fakta
hukum bahwa sebelum terjadi perceraian dengan Tergugat, Penggugat dengan
sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat baik secara
lisan maupun tulisan. Tergugat berusaha mencari Penggugat tetapi Penggugat
selalu menghindar dan tidak mau kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut
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diatas Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mau melaksanakan kewajiban
berbakti lahir batin kepada Tergugat sebagai suaminya, sehingga dengan demikian
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa satu tahun sebelum terjadi perceraian
Penggugat dan Tergugat, Penggugat tergolong isteri yang nusyuz (meninggalkan
kediaman bersama tanpa ijin), oleh karena itu dinyatakan hukum gugur kewajiban
Tergugat sebagai suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat sebagai isteri,
hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 84 ayat (1) dan (2) serta
pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karena kewajiban memberi
nafkah Tergugat kepada Penggugat gugur maka gugatan nafkah madliyah
Penggugat harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum,

Tetapi akan lebih baik jika tidak semua isteri yang nusyuz tidak
mendapatkan nafkah madliyah, karena mengingat kewajiban suami adalah
memberikan nafkah kepada isteri. Menurut penulis isteri yang tidak bisa
mendapatkan nafkah madliyah setelah perceraian adalah isteri yang nusyuz dan
tetap tidak mau kembali setelah suami mencari dan menemukannya, karena isteri
dimlai tidak mau melaksanakan kewajiban berbakti lahir batin kepada suami.
Seperti yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor :
1138/Pdt.G/2003/PA.Jr. Disitu dijelaskan bahwa Penggugat (SUPATMA binti P.
TEMO/MOCH. RAWI) tergolong isteri yang nusyuz dan telah menghindar dan
tidak mau kembali walaupun Tergugat (ACH. MUZAKKI bin HADARI) telah
mencarinya. Maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat yang menuntut
nafkah madliyah karena Penggugat dinilai tidak mau melaksanakan kewajiban
berbakti lahir batin kepada Tergugat, hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam pasal 84 ayat (1) dan (2) serta pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum
Islam. Sedangkan apabila isteri yang nusyuz tetapi mau kembali pada saat suami
mencarinya walaupun pada akhirnya tetap terjadi perceraian menurut penulis bisa
tetap mendapatkan nafkah madliyah, karena hal itu akan lebih bijaksana
mengingat bahwa kewajiban suami adalah memberi nafkah pada isteri.

Dalam kaitannya tuntutan saparoh gaji Tergugat setiap bulannya
Pengadilan Agama Jember dalam keputusan nomor : 1138/Pdt.G/2003/PA Jr.
menolak gugatan tersebut, karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat

TN 0
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adalah atas kehendak isteri, maka berdasarkan pasal 8 ayat (4) Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1983. Penggugat sebagai bekas isteri Tergugat tidak
berhak atas bagian penghasilan dari Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim
berkesimpulan tuntutan Penggugat berupa separoh gaji Tergugat ditolak karena
tidak terbukti berdasarkan hukum. Jadi putusan dari Majelis Hakim Pengadilan
Agama Jember telah sesuai, karena putusan tersebut berdasarkan ketentuan
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang ljin Perkawinan dan Perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil. Kesimpulannya adalah bagi bekas isteri dari suami
Pegawai Negeri Sipil, apabila perceraian atas kehendak isteri, maka ia tidak
berhak atas separoh pembagian gaji suami Pegawai Negeri Sipil.

Tetapi akan lebih bijaksana apabila pemberian bagian gaji suami Pegawai
Negeri Sipil tidak hanya didasarkan pada siapakah yang menghendaki adanya
perceraian, tetapi juga harus melihat alasan kenapa perceraian itu dikehendaki.
Karena ada kemungkinan diajukannya gugatan cerai oleh seorang._isteri adalah
karena kesalahan suami. Dalam hal demikian seharusnya isteri bisa tetap berhak
atas bagian gaji mantan suaminya. Jadi dalam cerai gugat dengan suami Pegawai
Negeri Sipil walaupun alasan isteri tidak dimadu hendaknya bisa tetap berhak
mendapatkan bagian dari gaji suami selama di dalam Pengadilan dapat dibuktikan
bahwa alasan dari terjadinya perceraian adalah kesalahan suami.

Sedangkan dalam kaitannya dengan harta bersama suami isteri yang
diperoleh selama dalam pekawinan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember
menyatakan harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Tanah dan bangunan rumah di Perumnas Patrang J1. Langsep V/52 Kelurahan

Patrang, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sertifikat atas nama Tergugat
dengan batas-batas :

Utara : Rumah tanah Hendro
Timur : Sungai

Selatan : Rumah P. Rifa’l
Barat : Jalan

b. Dipan no. 1 dari kayu jati lengkap dengan kasurnya;
c¢. Dipan no. 1 dari kayu jati lengkap dengan kasurnya;
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e

Almari pakaian dari kayu jati 2 pintu;
Bufet kayu jati model pendek;

Meja kursi tamu spon warna kuning;
Mesin jahit merk butterfly;

Sebuah kulkas merek Sharp;

4 kursi ligna;

o oo

s

J.  Kompor gas merek Sanyo dengan tabung gas;

Di dalam fakta, penggugat menyebutkan 12 (dua belas) jenis benda yang
termasuk harta bersama, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember
menyatakan hanya 10 (sepuluh) jenis benda yang termasuk harta bersama. Hal ini
karena terdapat 2 (dua) jenis barang yang berupa seekor anak sapi besar dan
seekor anak sapi kecil telah tidak diakui keberadaannya oleh tergugat, untuk itu
penggugat harus membuktikannya. Tetapi karena penggugat tidak dapat
membuktikan keberadaan 2 (dua) jenis benda tersebut maka barang tersebut
dianggap barang yang tidak pernah ada. Maka yang dinyatakan oleh Majelis
Hakim sebagai harta bersama hanya meliputi 10 (sepuluh) jenis benda diatas.

Oleh karena terhadap harta benda tersebut diatas telah diletakkan sita
jaminan dan dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta bersama Pengugat dan
Tergugat maka sita jaminan tertanggal 2 Juli 2003 Nomor
1138/Pdt.G/2003/PA. Jr. dinyatakan sah dan berharga. Karena harta benda tersebut
diatas adalah harta bersama dan masih dikuvasai oleh Tergugat, maka harus
diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan separohnya kepada
Penggugat. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan harta bersama
adalah duplik Tergugat telah mengakui secara bulat dan terang bahwa hanya harta
benda yang tersebut diatas yang termasuk harta bersama. Pengakuan yang
diucapkan dihadapan Majelis Hakim menurut pasal 174 HIR, mempunyai
kekuatan sempurna (volledig bewijs) yang tidak hanya berkekuatan memaksa
(dwingend bewijs) melainkan juga berkekuatan menentukan (beslissend bewijs)

yang tidak memberi kemungkinan kepada pihak lain untuk mengajukan
pembuktian lainnya (tegen bewijs), oleh karena terbukti dan berdasarkan hukum
sehingga harus dikabulkan. Dalam menyatakan harta benda yang termasuk harta
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bersama, menurut penulis Majelis Hakim dalam memutuskan telah sesuai karena
berdasarkan pengakuan yang diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim
yang mempunyai kekuatan sempurna (volledig bewijs) yang tidak hanya
berkekuatan memaksa (dwingend bewijs) melainkan juga berkekuatan
menentukan (beslissend bewijs) yang tidak memberi kemungkinan kepada pihak
lain untuk mengajukan pembuktian lainnya (tegen bewijs) yang sesuai dengan
HIR pasal 174, sehingga berdasarkan hukum.

Dari ketiga obyek yang disengketakan, menurut kajian hanya mengenai
harta bersama yang dikabulkan, itupun tidak keseluruhan, karena terdapat 2 (dua)
Jenis benda yang digugat oleh penggugat dinyatakan tergugat tidak pernah ada dan
dalam hal ini ternyata penggugat tidak dapat membuktikanya. Dan mengenai
nafkah madliyah dan pembagian gaji bekas suami kepada bekas isteri menurut
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tidak dikabulkan karena tidak
berdasarkan hukum.
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BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan
Berdasarkan pada pokok permasalahan dan pembahasan yang diuraikan
pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Hak mantan isteri dalam perkara cerai gugat dari seorang suami yang berstatus |
Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41
huruf (c) adalah biaya penghidupan dan atau hak lain bagi bekas isteri.
Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah :

a) Mut’ah yang layak, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri
termasuk qobla al dukhul

b) Nafkah, maskan, kiswah selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri
telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
¢) Mahar yang masih terhutang seluruhnya atau separoh apabila gobla al
dukhul.
Tetapi sering terjadi dalam cerai gugat nafkah iddah bekas isteri tidak
diberikan karena yang menginginkan perceraian adalah isteri. Sedangkan yang
berkaitan dengan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil, mantan isteri tidak
berhak atas pembagian gaji mantan suami Pegawai Negeri Sipil karena
perceraian itu dikendaki isteri,namun apabila perceraian itu dikehendaki isteri
dengan alasan dimadu, maka ia berhak atas penghasilan suaminya, hal ini
sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah No. 10
Tahun 1983 jo Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor
08/SE/1983.

2. Kedudukan hukum harta bersama suami isteri setelah adanya perceraian, harta
bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1)
adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, jadi hanyalah meliputi
harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan saja. Yang
termasuk dalam harta bersama adalah:

a) hasil dari pendapatan suami
b) hasil dan pendapatan isteri

35
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c) hasil dari pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri yang
diperoleh sepanjang perkawinan

Menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila perkawinan
putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-
masing. Karena perceraian ini diadili di Pengadilan Agama berarti Penggugat
dan Tergugat sama-sama beragama Islam maka pembagiannya berdasarkan
hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yaitu “Janda atau
duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama
sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

4,2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diajukan saran sebagai berikut:
Dalam cerai gugat dengan suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil
walaupun alasan isteni tidak dimadu hendaknya bisa tetap berhak mendapatkan
bagian dari gaji mantan suami selama di dalam Pengadilan dapat dibuktikan
bahwa alasan dan terjadinya perceraian adalah kesalahan suami, karena
mengingat harapan yang tertuang dalam Surat Edaran Badan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 bahwa agar mantan isteri dapat
hidup layak. Oleh karena itu hendaknya diadakan perubahan pada Peraturan
Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 khususnya pasal 8, yang berupa
penambahan ayat yang mengatur tentang hal tersebut.
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